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CAPAIAN SAKIP KOTA PAYAKUMBUH 

1 



 SAKIP KOTA PAYAKUMBUH 

2019 

72,75 

BB 

2017 

70,25 

BB 

2018 

71,66 

BB 

PENINGKATAN   IMPLEMENTASI   

2015 

50,68 

CC 

2016 

61,66 

B 

Dalam tiga tahun terakhir  
naik tapi tidak signifikan 



NO 
KOMPONEN YANG 

DINILAI 
BOBOT 

NILAI SKALA 
NILAI 100  

TAHUN 
2019 

Kenaikan/ 
Penurunan 2018 2019 

1 Perencanaan Kinerja 30 23,94 24,01 80,03 0,07 

2 Pengukuran Kinerja 25 18,74 18,57 74,28 - 0,17 

3 Pelaporan Kinerja 15 10,87 11,69 77,93 0,82 

4 Evaluasi Internal 10 6,69 6,98 69,80 0,29 

5 Capaian Kinerja 20 11,02 11,50 57,50 0,48 

Nilai Hasil Evaluasi 100 71,26 72,75 

Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB BB 

HASIL EVALUASI SAKIP KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 
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           SIMPULAN HASIL EVALUASI  KEMENPAN-RB  tahun 2019   

Pemerintah Kota Payakumbuh sudah menindaklanjuti hasil evaluasi 
tahun2018 dengan melakukan perubahan rencana strategis dan cascading 
kinerja, namun belum seluruhnya tuntas diselesaikan sehingga masih 
ditemui beberapa kelemahan , seperti : ketidaktepatan penentuan sasaran 
dan indikator kinerja di beberapa Organisasi Perangkat Daerah 

Masih terdapat ketidakselarasan antara sasaran OPD yang diturunkan kepada 
satuan kerja dibawahnya sehingga belum terlihat adanya penjabaran yang logis 
antar struktur OPD dalam mendukung tercapainya kinerja kepala OPD 

Telah melakukan analisis refocusing program dan kegiatan untuk APBD Kota 
Payakumbuh tahun 2020, namun penyesuaian program, kegiatan dan 
anggaran sesuai refocusing tersebut masih terkendala perubahan RPJMD 
dan belum dapat dipastikan bahwa efisiensi tersebut berasal dari analisis 
pohon kinerja dan bukan hanya dengan mengeliminasi atau menggabung-
gabungkan program dan kegiatan saja. 

1 

2 

3 



Telah menyusun indikator kinerja individu di masing-masing OPD, namun belum 
terlihat adanya monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala sesuaia 
dengan data kinerja yang dihimpun dalam aplikasi APIK.. 

Telah melakukan peningkatan kapasitas evaluator SAKIP, namun peningkatan 
kapasitas tersebut belum tercermin dalam kualitas evaluasi yang dilakukan. 
Evaluasi yang dilakukan masih berdasarkan pemenuhan dokumen belum ada 
analisis memadai mengenai kualitas maupun implementasi dari dokumen 
perencanaan tersebut 

Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan masih dalam rangka untuk 
pemantauan pelaksanaan program. Kegiatan dan penyerapan anggaran, belum 
dikaitkan dengan kinerja yang diperjanjikan sehingga belum optimal untuk 
memastikan ketercapaian kinerja organisasi. 

4 

5 
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 REKOMENDASI LHE KEMENPAN-RB tahun 2019   



REKOMENDASI LHE KEMENPAN-RB  tahun 2019   

Menyempurnakan kualitas perencanaan kinerja dengan mereviu penentuan 
sasaran dan indikator kinerja di level OPD sehingga semua sasaran tersebut 
berorientasi hasil dan memenuhi kriteria SMART ( Spesific, Measurable, 
Achievble, Relevant and Timely) 

Mereviu cascading kinerja yang telah disusun dengan memastikan adanya 
hubungan logis antara program kegiatan dalam mendukung tercapainya 
kinerja. Penyusunan cascading kinerja seharusnya terlebih dahulu 
mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi dari kinerja yang 
diharapkan dan selanjutnya menjabarkan faktor-faktor tersebut dengan 
program dan kegiatan yang sesuai hingga menyesuaikan besaran anggaran 
yang diperlukan 

1 

2 



Memastikan diterapkannya anggaran berbasis kinerja di seluruh OPD dengan 
cara mensyaratkan seluruh unit kerja untuk merencanakan kinerja sebelum 
mengajukan anggaran. Memastikan seluruh unit kerja dapat mengaitkan kinerja 
utama (indikator dan target) dengan penganggaran  (mengaitkan IKU dengan 
anggarannya) sebelum mengesahkan atau menyetujui dokumen Rencana Kerja 
dan Anggaran (RKA) OPD. 
.. 

Melakukan evaluasi kinerja pegawai secara berkala dan memastikan adanya 
dialog kinerja antara atasan dan pegawai tersebut sehingga ada kesepahaman 
mengenai kinerja yang diharapkan. Informasi kinerja tersebut tidak hanya 
menjadi bahan untuk reward and punishment pegawai namun dapat menjadi 
bahan untuk pertimbangan peningkatan kompetensi yang dibutuhkan pegawai 
tersebut 

3 
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           REKOMENDASI LHE KEMENPAN-RB  tahun 2019   



Meningkatkan pemahaman evaluatorterhadap sistem manajemen 
kinerja. Evaluator diharapkan dapat memberikan saran-saran perbaikan 
kepada masing-masing OPD dan memantau tindaklanjut dari hasil 
evaluasi tersebut. 

Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, khususnya  
di level OPD guna memantau pencapaian kinerja OPD sehingga 
pelaksanaan program dan kegiatan dapat diyakini memiliki keterkaitan 
secara langsung terhadap pencapaian sasaran strategis.  

5 
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 TINDAK LANJUT REKOMENDASI 



Menyempurnakan kualitas perencanaan kinerja dengan mereviu penentuan sasaran 
dan indikator kinerja di level OPD sehingga semua sasaran tersebut berorientasi hasil 
dan memenuhi kriteria SMART ( Spesific, Measurable, Achievble, Relevant and Timely) 

 TINDAK LANJUT REKOMENDASI 1 

Melakukan Refocusing Program Kegiatan sesuai dengan hasil Pemetaan Program 
Kegiatan berdasarkan nomenkelatur Permendagri 90 . 

Melakukan Perbaikan sasaran dan indikator kinerja di level OPD  dengan melakukan 
Perbaikan Renstra Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan penyesuaian dalam 
penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2021. 

Mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran Kota Payakumbuh dengan 
Sistem Nasional melalui pemanfaatan SIPD Kemendagri. Penggunaan SIPD juga 
menuntut penyesuaian indikator kinerja sesuai dengan yang tersedia di sistem. 

1 

2 

3 

Melakukan Perubahan RPJMD sebagai payung regulasi dengan mengakomodir perbaikan 
sasaran dan indikator kinerja dan sebagai dasar dari perbaikan Renstra Perangkat 
Daerah. 

4 



Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022 

TUJUAN 

SASARAN 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 
(IKU) 

MISI 

Sebelum 
Perubahan 

Setelah 
Perubahan 

5 5 

5 5 

14 10 

30 22 

302 163 PROGRAM 



Mereviu cascading kinerja yang telah disusun dengan memastikan adanya hubungan logis 
antara program kegiatan dalam mendukung tercapainya kinerja. Penyusunan cascading kinerja 
seharusnya terlebih dahulu mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi dari kinerja 
yang diharapkan dan selanjutnya menjabarkan faktor-faktor tersebut dengan program dan 
kegiatan yang sesuai hingga menyesuaikan besaran anggaran yang diperlukan 

Melakukan Perbaikan Terhadap Cascading kinerja Mulai dari perbaikan Cascading dan Pohon 
Kinerja Kota serta  Cascading dan Pohon Kinerja di level Perangkat daerah 

 TINDAK LANJUT REKOMENDASI 2 



Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat yang berdaya saing 

IK :  1. Rata-rata Lama Sekolah 
2. Harapan Lama Sekolah 

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 

IK :  
Angka Usia Harapan Hidup  

Meningkatnya 
cakupan 

keluarga sehat 

IK : 
Persentase  

cakupan 
keluarga sehat  

(meliputi 12 
indikator) 

Meningkatnya 
keselamatan 

dan 
kelancaran lalu 

lintas 

IK :  
Persentase 
penurunan 

angka 
kecelakaan lalu 

lintas 

Meningkatnya 
pelayanan 
Kesehatan 

IK :  
Persentase 

peningkatan 
pelayanan 

BLUD  
(RS dan 

Puskesmas) 

Meningkatnya 
pola konsumsi 
pangan yang 

Beragam 
Bergizi 

Seimbang dan 
Aman  

IK :   
1. Persentase 
masyarakat 

yang 
mengkonsumsi 
bahan pangan 
sesuai standar  
2. Persentase 
bahan pangan  

yang aman 
dikonsumsi 

Meningkatnya 
kualitas 

lingkungan 
hidup 

IK :   
1. Indeks 
Kualitas 

Lingkungan 
Hidup 

2. Persentase 
Luas 

pemukiman 
kumuh 

Meningkatnya 
kualitas dan 

kuantitas 
infrastruktur 

perkotaan 

IK :  
1. Persentase 
ketersediaan 

fasilitas umum 
perkotaan 

2. Persentase  
pelayanan air 

minum 

Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan  

IK :  
Tingkat kemiskinan 

Meningkatnya  
penanggulangan 

pengangguran 

IK  : 
Tingkat 

pengangguran 

Meningkatnya 
jaminan 

kesehatan 
masyarakat 

IK :  
Persentase 

kepersertaan JKN 

Meningkatnya 
kemandirian 

PMKS 

IK :  
Persentase 

rumahtangga 
sasaran yang 

keluar dari BDT 

Meningkatnya 
kualitas 

lingkungan hidup 

IK :   
1. Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 

2. Persentase 
Luas pemukiman 

kumuh 

Meningkatnya 
pendapatan 
masyarakat 

IK :   
Pendapatan 

perkapita 

Meningkatnya   
pelayanan KB 

dan 
Pembangunan 

Keluarga  

IK :  
Cakupan  

pelayanan 
program 

Kependudukan 
Keluarga 

Berencana dan 
Pembangunan 

Keluarga (KKBPK) 

Meningkatnya 
kualitas layanan 
pendidikan non 

formal 

IK :   
Angka melek 

huruf (penduduk 
yg berusia besar 

dari 15 tahun 
melek huruf/ 

tidak buta aksara 

Meningkatnya 
penerapan  

ABSSBK dalam 
prilaku 

masyarakat 

IK :  
Peresentase 
peningkatan 

zakat/wakaf yang 
dikumpulkan 

melalui lembaga 
zakat/wakaf 

Meningkatnya 
cakupan keluarga 

sehat 

IK :  
1. Persentase 

peningkatan status 
gizi masyarakat   
2. Persentase 

penanganan 
balita gizi buruk  

3.  Cakupan balita 
gizi buruk 

Meningkatnya 
kualitas dan 

kuantitas 
infrastruktur 

perkotaan 

IK :  
1. Persentase 
ketersediaan 

fasilitas umum 
perkotaan 

2.  Persentase 
pelayanan air 

minum 
3. Persentase 

sistem drainase 
skala kota 

4. Persentase 
panjang jalan status 
kota dalam kondisi 

mantap 

Terwujudnya  Pembangunan Manusia yang Berkualitas   
 

IK :  IPM 

POHON KINERJA KOTA 1 

Meningkatnya 
Kualitas 
Layanan 

Pendidikan 

IK :  
Jumlah sekolah 
(SD, SMP) yang 
berakreditasi A 

Meningkatnya 
Kualitas dan 

Kuantitas 
Infrastruktur 

Perkotaan 

IK : 
 1. Persentase 
panjang jalan 

status kota 
dalam kondisi 

mantap 
2. Persentase 
ketersediaan 

fasilitas umum 
perkotaan 

3. Persentase 
kesesuaian 

pemanfaatan 
ruang 

Meningkatnya 
minat dan 

budaya baca 

IK : 
 Jumlah 

pengunjung 
perpustakaan 

Meningkatnya 
daya saing 

pemuda 

IK :   
Jumlah atlet 
berprestasi 

tingkat 
nasional 

Meningkatnya 
penerapan  

ABSSBK dalam 
prilaku 

masyarakat 

IK :   
1. Persentase 

sekolah 
dengan 

pendidikan 
karakter 

berkategori 
baik 

2. Persentase  
lembaga adat 

yang aktif 
dalam 

melestarikan 
nilai-nilai 
budaya 

Meningkatnya 
pemberdayaan 

perempuan 

IK :  
1. Indeks 

Pembangunan 
Gender (IPG) 

2. Indeks 
Pemberdayaan 
Gender (IDG) 



Misi 1 : Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Handal, Sehat dan Kompetitif 

Tujuan : Terwujudnya  Pembangunan Manusia yang Berkualitas 

Indikator Tujuan : IPM 
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Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat yang berdaya saing 

IKU 1. Rata-rata lama sekolah, IKU 2. Harapan lama sekolah 

6 Sasaran 

Meningkatnya Kualitas Layanan 
Pendidikan 

Meningkatnya Kualitas dan 
Kuantitas Infrastruktur 

Perkotaan 

Meningkatnya Minat dan Budaya 
Baca 

Meningkatnya Daya Saing Pemuda 

 

Meningkatnya Penerapan  ABSSBK dalam Prilaku Masyarakat Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan 

 

10 Indikator Sasaran 

 
Jumlah sekolah (SD, SMP) yang 
berakreditasi A 

 
  
  

1. Persentase panjang jalan 
status kota dalam kondisi 
mantap 

Jumlah pengunjung 
perpustakaan 

 

  
  

Jumlah atlet berprestasi tingkat 
nasional 
 

  
  

1. Persentase sekolah 
dengan pendidikan 

karakter berkategori baik 

  

2. Persentase  lembaga adat 
yang aktif dalam melestarikan 

nilai-nilai budaya 

  

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 
 

2. Persentase ketersediaan 
fasilitas umum perkotaan 

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 
 

  3. Persentase kesesuaian 
pemanfaatan ruang 

21 Program Pendukung 
1. Program Pendidikan Anak Usia 

Dini 
2. Program Wajib Belajar 

Pendidikan Dasar 9 Tahun 
3. Program Pendidikan Non 

Formal 
4. Program Peningkatan Mutu 

Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 

5. Program Manajemen 
Pelayanan Pendidikan 

6. Program Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) 

1. Program Pembangu-
nan Jalan & Jembatan 

2. Program rehabilitasi / 
Pemeliharaan Jalan 
dan Jembatan 

3. Program Perencanaan 
Tata Ruang 

1. Program Pengembangan 
Budaya Baca dan Pembinaan 
Perpustakaan 

1. Program Pembinaan dan 
Pemasyarakatan Olahraga 

2. Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Olahraga 

3. Program Pembangunan 
Sarana dan Prasarana 
Olahraga 

Program Pendidikan 
Karakter/ Akhlak Mulia 

1. Program Pengembangan 
Nilai Budaya 

2. Program Pengelolaan 
Kekayaan Budaya 
 

3. Program Pengelolaan 
Keragaman Budaya 

1. Program keserasian kebijakan 
peningkatan kualitas Anak & 
Perempuan 

2. Program Penguatan Kelembagaan 
Pengarusutamaan Gender dan 
Anak 

3. Program Peningkatan Kualitas 
Hidup dan Perlindungan 
Perempuan 

4. Program Peningkatan peran serta 
& kesetaraan gender dlm 
pembangunan 

Dukungan Anggaran  Rp. 74,9 Milyar 

41.854.226.825      22.620.304.297  271.109.387              6.559.863.635  2.659.022.480 353.541.400 574.190.100  

DINAS PENDIDIKAN DINAS PUPR 
DINAS PERPUSTAKAAN DAN  

KEARSIPAN 
DINAS PARPORA DINAS PENDIDIKAN DINAS PARPORA DINAS P3AP2KB 

CROSSCUTTING 
PERENCANAAN TERINTEGRASI 

PERUBAHAN APBD 
2020 



Memastikan diterapkannya anggaran berbasis kinerja di seluruh OPD dengan cara mensyaratkan 
seluruh unit kerja untuk merencanakan kinerja sebelum mengajukan anggaran. Memastikan seluruh 
unit kerja dapat mengaitkan kinerja utama (indikator dan target) dengan penganggaran  (mengaitkan 
IKU dengan anggarannya) sebelum mengesahkan atau menyetujui dokumen Rencana Kerja dan 
Anggaran (RKA) OPD... 

 TINDAK LANJUT REKOMENDASI 3 

Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah dengan melihat indikator 
dan target pada IKU dan IKD yang didistribusikan ke seluruh Perangkat Daerah. 

Untuk capaian kinerjanya yang tidak memenuhi /masih jauh dari target, Perangkat daerah 
diarahkan untuk menyusun kegiatan yang memungkinkan capaian terhadap indikator dan 
targetnya dapat terpenuhi. Tentunya perlu terobosan   dan inovasi baru yang harus 
dilakukan Perangkat Daerah untuk mencapai target kinerja yang telah dibebankan daerah.  

Untuk capaian kinerja yang sudah memenuhi /melebihi target, Perangkat daerah diarahkan 
untuk menyusun program kegiatan yang memungkinkan capaian terhadap indikator dan 
targetnya dapat dipertahankan atau ditingkatkan lagi. 

1 

2 

3 



Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi % Kategori 
1 Meningkatnya kualitas pendidikan  1 Jumlah sekolah ( SD, SMP) yang berakreditasi A 74 75 101,35 Sangat Baik 

2 Meningkatnya status kesehatan masyarakat 2 Angka Usia Harapan Hidup  73,60 73,56*) 99,95 Sangat Baik 

3 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan 3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 61,80 62,30 100,81 Sangat Baik 

4 Meningkatnya penanggulangan kemiskinan 4 Tingkat Kemiskinan 5,66 5,68 100,35 Sangat Baik 

5 Tingkat Pengangguran 6,62 4,11*) 161,07 Sangat Baik 

5 Meningkatnya prestasi Atlet 6 Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Nasional 11 20 181,82 Sangat Baik 

6 Meningkatkan Produktivitas  Sektor 

Strategis 

7 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB  24,02 23,50*) 97,83 Sangat Baik 

8 Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB  6,02 5,68*) 94,35 Sangat Baik 

9 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB 7,44 7,44*) 100,00 Sangat Baik 

10 Persentase peningkatan kunjungan wisata 5,10 5,11 100,20 Sangat Baik 

7 Meningkatnya iklim usaha dan investasi di 

Kota Payakumbuh 

11 Nilai Realisasi Investasi(Miliar Rupiah) 196,90 236,6 120,16 Sangat Baik 

12 Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM 28,15 15,49 55,02 Kurang 

8 Meningkatnya Kualitas Koperasi 13 Persentase Peningkatan SHU Koperasi 12,15 9,01 74,12 Cukup 

9 Meningkatnya kualitas dan kuantitas 

infrastruktur perkotaan 

14 Persentase pelayanan air minum 98,80 99,12 100,32 Sangat Baik 

 

           Evaluasi Capaian Kinerja Kota Payakumbuh tahun 2019 

 dari 30 Indikator Kinerja Utama  
terdapat 2 Indikator yang capaiannya 
 masih belum memenuhi harapan 

 

 

30 
IKU 

 



               Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi % Kategori 

10 
Meningkatnya kualitas dan kuantitas 

infrastruktur perkotaan 

14 Persentase pelayanan air minum 72,06 72,25 100,26 Sangat Baik 

15 Persentase panjang jalan status Kota dalam kondisi 

mantap 
45,95 58,95 128,29 Sangat Baik 

16 Persentase Sistem drainase skala kota 79,20 79,23 100,04 Sangat Baik 

17 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 79,10 80,60 101,90 Sangat Baik 

18 Persentase daerah irigasi berkinerja baik 83,33 66,67 80,01 Baik 
11 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 20 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 57,25 59,66 104,21 Sangat Baik 

12 Mewujudkan Perumahan dan pemukiman 

yang layak 

21 Persentase luas kawasan kumuh 1,62 0,84 192,86 Sangat Baik 

12 Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas 

layanan pemerintahan 

22 Nilai Evaluasi AKIP Kota BB BB*) 100,00 Sangat Baik 

23 Opini BPK  WTP WTP*) 100,00 Sangat Baik 

24 Persentase  Perangkat Daerah terintegrasi Teknologi 

Informasi 
45,16 45,16 100,00 Sangat Baik 

 

25 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 80,35 81,66 101,63 Sangat Baik 

26 Indeks Reformasi Birokrasi 55,00 71,66 130,29 Sangat Baik 

13 Meningkatnya  pengamalan ajaran agama 27 Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan 

karakter berkategori baik 
28,72 47,62 165,81 Sangat Baik 

 

28 Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan 

melalui lembaga/ Badan Zakat/ Wakaf 
3,80 4,78 125,79 Sangat Baik 

 

14 Menguatnya lembaga agama dan adat 

dalam tata kehidupan masyarakat 

29 Persentase lembaga keagamaan yang aktif  72,06 72,25 100,26 Sangat Baik 

30 Persentase lembaga adat yang aktif 45,95 58,95 128,29 Sangat Baik 

             Evaluasi Capaian Kinerja Kota Payakumbuh tahun 2019 
 

30 
IKU 

 



139 Indikator dengan Tingkat Capaian Sangat Baik 

             Evaluasi Capaian Kinerja Kota Payakumbuh tahun 2019 
 

157 
IKD 

 

TINGKAT 
CAPAIAN 

INDIKATOR CAPAIAN  TARGET REALISASI % 
DINAS 

PENGAMPU 

4 
CUKUP 

1 Persentase Peningkatan SHU Koperasi 12,15% 9,01% 74,16% Dinas 

Koperasi 

UKM 2 Persentase pertumbuhan aset koperasi 6,50% 4,33% 66,62% 

3 Peringkat pramuka tk. Propinsi 3 Regu 2 Regu 66,67% Disparpora 

4 Produksi bawang 300 Ton 211,60 Ton 70,53% Distan 

4 
RENDAH 

1 Stabilisasi harga  bawang ≤10% 17,25% 57,97% Distapang 

2 Persentase UKM terhadap UMKM 28,15% 15,49% 55,03% DisKopUKM 

3 Peringkat LPPD 16 30 53,33% Setdako 

4 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rupiah) 1.954.430 1.325.400 67,81% Distapang 

4 
SANGAT 
RENDAH 

1 Persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM 14,00% 1,50% 10,71% DiskopUKM 

2 Peringkat pemuda pelopor tingkat nasional 1 orang - 0% Disparpora 

3 Peringkat  pada lomba wirausaha muda tk. Propinsi dan nasional 1 orang - 0% Disparpora 

4 Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif 71 Kelompok 15Kelompok 21,13% Disparpora 

6 Indikator dengan Tingkat Capaian Baik 



Melakukan evaluasi kinerja pegawai secara berkala dan memastikan adanya dialog kinerja 
antara atasan dan pegawai sehingga ada kesepahaman mengenai kinerja yang diharapkan. 
Informasi kinerja tersebut tidak hanya menjadi bahan untuk reward and punishment 
pegawai namun dapat menjadi bahan untuk pertimbangan peningkatan kompetensi yang 
dibutuhkan pegawai tersebut 

 TINDAK LANJUT REKOMENDASI 4 

Evaluasi kinerja dapat 
dilakukan oleh masing-
masing pimpinan  di 
setiap level terhadap 
bawahannya melalui 
sistem e-Kinerja. 



 TINDAK LANJUT REKOMENDASI 5 

Meningkatkan pemahaman evaluator terhadap sistem manajemen kinerja. 
Evaluator diharapkan dapat memberikan saran-saran perbaikan kepada masing-
masing OPD dan memantau tindaklanjut dari hasil evaluasi tersebut. 

Evaluator ikut Aktif dalam  Webinar yang dilakukan oleh Kemenpan-RB dimasa 
Pandemi Covid-19 dan mempelajari modul-modul penerapan SAKIP. 



Sosialisasi Pengisian LKE PMPRB  
dari Menpan tanggal 28 Mei 2020 



Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, khususnya  di level OPD guna 
memantau pencapaian kinerja OPD sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat 
diyakini memiliki keterkaitan secara langsung terhadap pencapaian sasaran strategis.  

 TINDAK LANJUT REKOMENDASI 6 

Seluruh Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi internal melalui rapat evaluasi rutin 
bulanan membahas evaluasi kinerja / progress pelaksanaan program kegiatan dan realisasi 
anggaran. Dibahas juga rencana aksi  per triwulan untuk percepatan progress kinerja dan 
keuangan.  
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CONTOH EVALUASI INTERNAL 

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL 

TRIWULAN III 2019 BAPPEDA 

LAPORAN RENCANA TRIWULAN III 

2019 BAPPEDA 
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CONTOH EVALUASI INTERNAL 

NOTULEN RAPAT EVALUASI INTERNAL 

TRIWULAN III 2019 BAPPEDA 

DAFTAR HADIR & DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI 

INTERNAL TRIWULAN III 2019 BAPPEDA 



     INOVASI DALAM MENCAPAI TARGET SASARAN 
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Legalisasi RDTR  
Kota Payakumbuh 

Dalam PERDA Nomor 
2 Tahun 2018  

2018 

TAHAP 
PENYUSUNAN 

DAN PENETAPAN 
RENCANA 

PEMANFAATAN  PETA DIGITAL  UNTUK   
PERTIMBANGAN  TEKNIS  IMB DAN  PELAYANAN  INFORMASI  RENCANA KOTA 

INOVASI PELAYANAN PUBLIK 

INOVASI 
PENGEMBANGA
N PELAYANAN 
ANTAR AP-KU 

Aplikasi  
GISTARU Memuat 
Rdtr Online Dari 

Kementerian 
ATR/BPN 

2019 

TAHAP 
PEMBUATAN PETA 

DIGITAL 

Pengembangan 
Sistem Informasi 
Penataan Ruang 

(SITARANG) 
KOTA 

 PAYAKUMBUH 

2020 
TAHAP 

PENGEMBANGAN 
DAN 

PENGGUNAAN 

2020 
TAHAP 

PENGEMBANGAN 
DAN 

PENGGUNAAN 

Pengembangan 
Aplikasi  

Keterangan Rencana 
Kota Online 

(KRK ONLINE) 



 PETA SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG (SITARANG)  

http://sitarang.payakumbuhkota.go.id/ 



PENGEMBANGAN PETA GARIS RENCANA KOTA 

Pelayanan KRK Secara Online 

(4) PETA INI DIGUNAKAN 
UNTUK PELAKSANAAN 

PELAYANAN PENERBITAN 
KETERANGAN RENCANA 

KOTA (KRK) SAAT INI, 
RENCANA 

PENGEMBANGAN 
KEDEPAN 

DIMANFAATKAN UNTUK 
PELAYANAN KRK SECARA 

ONLINE 

SKALA 1:1000 YANG TERINTEGRASI DENGAN PETA DIGITAL RDTR DAN PETA BIDANG TANAH BPN 



1 WAKTU PELAYANAN KRK 14 HARI KERJA 

2 WAKTU PELAYANAN IMB 10 HARI KERJA 

3 MASIH MENGGUNAKAN PETA MANUAL 
SEHINGGA TINGKAT KETELITIAN MASIH 
RENDAH 

4 DOKUMEN PETA BELUM DAPAT DIAKSES 
SECARA ONLINE 

5 BELUM ADA DATABASE PELAYANAN 
PENERBITAN 

Keunggulan 

WAKTU PELAYANAN KRK 7 HARI KERJA Adanya kepastian waktu 
pelayanan 

WAKTU PELAYANAN IMB 5 HARI KERJA 

TERINTEGRASI DENGAN PETA DIGITAL, 
BERBASIS TITIK KOORDINAT & PETA 
BIDANG TANAH BPN 

Tidak ada intervensi, 
akurat, terukur, 
meminimalisir  Kesalahan 

SUDAH DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE 
 

Dapat diakses semua 
pihak 

SUDAH MEMPUNYAI DATABASE PETA 
 

Satu Referensi, Satu 
Standar 

SEBELUM SESUDAH 

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN  



PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN  

PETA DIGITAL PETA MANUAL 

Titik koordinat memudahkan dalam 

pengecekan melalui aplikasi 

GISTARU atau SITARANG 

SEBELUM SESUDAH 



PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN  

TAHAPAN  PELAKSANA 
UNIT 

PROSES  

1 PENGAJUAN 
PERMOHONAN 

PEMOHON 

SELURUH 
PROSES 

TERDAPAT 
PADA DINAS 

PUPR 
 

2 CEK LAPANGAN 
PEMOHON 

DAN 
PETUGAS 3 

CEK DENGAN PETA 
MANUAL 

4 SK KRK DAN PETA 
LAMPIRAN 

PETUGAS 

5 PENYERAHAN 
DOKUMEN 

PEMOHON 

TAHAPAN  PELAKSANA UNIT PROSES  

1 PENGAJUAN 
PERMOHONAN 

PEMOHON 
MAL PELAYANAN 

PUBLIK 

2 CEK LAPANGAN 

PETUGAS 
DINAS PUPR 

 

3 CEK DENGAN PETA 
DIGITAL DAN PETA 
BIDANG BPN 

4 SK KRK DAN PETA 
LAMPIRAN 

5 PENYERAHAN 
DOKUMEN 

PEMOHON 
MAL PELAYANAN 

PUBLIK 

RTRW RDTR 

SEBELUM SESUDAH 



PELAYANAN PUBLIK 

Mall pelayanan publik Kota 
Payakumbuh sudah 

mendapatkan penetapan 
lokasi oleh Kementerian 

PAN-RB Melalui SK Menteri  
PAN-RB  Nomor 655 tahun 
2018, yaitu bertempat di 
Lantai dasar Kantor Balai 

Kota Payakumbuh dan mulai 
beroperasi sejak 17 

Desember 2019 

MALL 
PELAYANAN PUBLIK 

(MPP) 

2
6

 in
st

an
si

 
1

6
7

 p
e

la
ya

n
an

 

KOMITMEN KOTA PAYAKUMBUH UNTUK TERUS MENINGKATKAN KUALITAS 
PELAYANAN PUBLIK MENGHADIRKAN MALL PELAYANAN PUBLIK YANG  MENYATU 

DENGAN KANTOR WALIKOTA 

1 dari  

20 
MPP 

yang ada  
di Indonesia 



 PENGHARGAAN YANG DITERIMA ATAS CAPAIAN KINERJA 
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1 REGIONAL LEADER ENTREPRENEURSHIP AWARD 
Kategori Perdagangan dan  Penanggulangan Kemiskinan 
(dari ASEAN Philips Kotrler Center dan Markplus ) 

2 OPINI WTP dari BPK RI yang ke 5 

3 HASIL EVALUASI SAKIP ; BB (dari Kementerian PAN-RB) 

4 (PELAYANAN PUBLIK TERBAIK  WILAYAH I  
(dari Kementerian PAN-RB) 

5 INDONESIA’S ATTRACTIVENESS AWARD (IAA) 
Grade Platinum Kategori Pelayanan Publik Terbaik  
(Tempo Media Group dan Frontier Consulting Group) 

6 ADIPURA  yang ke 11 Kali (dari Kementerian Lingkungan Hidup) 

7 NIRWASITA TANTRA  (Pengelola Lingkungan Hidup terbaik) 

(dari Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan))  

8 KOTA SEHAT SWASTISABA WISTARA yang ke 6 
(dari Kementerian Kesehatan) 

9 SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) AWARD  
(dari Kementerian Kesehatan) 

10 GOVERMENT AWARD Kategori Kota Sehat (Sindo Weekly)  

PENGHARGAAN YANG DITERIMA ATAS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 

18 
Penghargaan 

Tingkat Nasional 
Dan Asean 



11 KOTA LAYAK ANAK (KLA) Tingkat Madya  
(dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak) 

12 KOTA PEDULI HAM (dari Kemenkumham) 
13 PIALA WAHANA TATA NUGRAHA (WTN) yang ke 7 kali 

(dari Kementerian Perhubungan) 

14 PENGHARGAAN ANUGERAH PANDU NEGERI (APN)  

kategori Silver (dari Indonesian Instituse for Public Governance (IIPG)) 

15 PENGHARGAAN  PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 
TERBAIK NASIONAL ( dari Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional) 

16 PENGHARGAAN APRESIASI BUNDA PAUD NASIONAL  
(dari Kementerian Pendidikan) 

17 SATYALANCANA KEBAKTIAN SOSIAL  
(dari Presiden Republik Indonesia)  

18 PENGHARGAAN PPD  Peringkat 5 Nasional  

Kategori Kota (dari BAPPENAS) 

PENGHARGAAN YANG DITERIMA ATAS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 

18 
Penghargaan 

Tingkat Nasional 
Asean 



Sekian Terima kasih 


